BABYV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Atas Pertanggungjawaban Pidana Pemenang Tender Dalam Proyvek
Pembangunan Pemerintah Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

5.1.1 Kesimpulan Atas Regulasi Perundang-Undangan Terkait Kontrak Pengadaan
Barang dan Jasa Dalam Dikaitkan Dengan Temuan Kerugian Negara Dalam
Provek-Proyek Pemerintah Khususnya Dalam Rangka Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Pengaturan hukum mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah serta
hubungannya dengan tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa Peraturan Presiden.
yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Perpres Nomor
70 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Jo.
Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam proses
pengadaan barang/jasa pemerintah, tindak pidana korupsi dapat terjadi sejak tahap
persiapan hingga pelaksanaan kontrak.

5.1.2 Kesimpulan Atas Pertanggungjawaban Pidana Kontraktor Utama Pemenang
Tender Dalam Proyvek Pemerintah yang Mengalihkan Seluruh Pekerjaannyva Kepada
Pihak Lain Dalam Hal Ditemukan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi pertanggungjawaban
Jabatan untuk kesalahan jabatan dan pertanggungjawaban pribadi untuk kesalahan pribadi.
Kesalahan pribadi diukur dan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang,
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Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa

kesalahan, dimana kesalahan ini harus mencakup aspek psikologis dan normatif.

Dari segi psikologis, kesalahan harus dicari dalam batin pelaku, menunjukkan
hubungan batin dengan perbuatannya schingga ia bisa mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Segi normatif menggunakan ukuran masyarakat untuk menilai ada tidaknya
hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Kesalahan memiliki unsur-unsur
berikut:

a. kemampuan bertanggung jawab pelaku dalam keadaan sehat dan normal;

b. hubungan antara pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (dolus) maupun
karena kealpaan (culpa);

c. tidak adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan pelaku.

Alasan penghapus pidana yang umum diatur dalam Pasal 44, 48 s.d. 51 KUHP,
sedangkan alasan khusus berlaku untuk delik tertentu saja.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan atau
ketidaksengajaan yang menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh Undang-Undang,
meliputi unsur subjektif dan objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk
melakukan tindak pidana itu berasal dan dinnya sendin atau karena dipengaruhi pihak
ketiga. Kategori pelaku tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP,
termasuk:

a. Doen plegen atau menyuruh melakukan (middelhijk daderschap);
b. Medeplegen atau turut melakukan (mededaderschap);

¢. Uitlokking atau menggerakkan orang lain;

d. Medeplichtigheid atau pembantu.

Konsep Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana berkaitan erat dengan perbuatan
dan pertanggungjawaban pidana, di mana dasar pertanggungjawaban pidana adalah
perbuatan pidana itu sendiri. Ajaran Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
selalu bermula dari konsep ini dengan mempertimbangkan peran dalam penyertaan
perbuatan pidana.
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Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Para penegak hukum harus menilai tindak pidana
korupsi berdasarkan unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi (Mens Rea dan Actus Reus).
Kesalahan dan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, yang mempertimbangkan unsur-unsur pasal
tindak pidana korupsi, fakta-fakta dalam persidangan, serta alasan pembenar dan pemaaf,
terutama Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 44 KUHP.

Maka, Pertanggungjawaban Pidana Pemenang Tender pun perlu dilihat dari setiap
peraturan perundang-undangan terkait yang seperti disebutkan diatas. Hal ini pun berlaku
kepada Subkontraktor yang juga sebagai Penyedia Barang/Jasa, walaupun dalam beberapa
kasus terdapat tindakan yang secara ruang lingkup hukum perdata sudah menimbulkan
akibat yang hukum yang salah satunya terjadinya pembatalan perjanjian dan/atau batalnya

perjanjian tersebut demi hukum.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Atas Regulasi Perundang-Undangan Terkait Kontrak Pengadaan
Barang dan Jasa Dalam Dikaitkan Dengan Temuan Kerugian Negara Dalam
Provek-Proyek Pemerintah Khususnya Dalam Rangka Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

I. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:

e Pemerintah perlu memperkuat sistem transparansi dalam proses pengadaan
barang dan jasa. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan sistem elektronik
yang dapat diakses publik untuk memantau tahapan tender secara real-time.

¢ Pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan
proyek oleh lembaga independen dapat membantu memastikan bahwa

seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.
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2. Penegakan Hukum vang Tegas:

e Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan
tegas tanpa pandang bulu. Ini termasuk pemberian sanksi yang berat kepada
pelaku tindak pidana korupsi. baik dan pihak pemerintah maupun pihak
ketiga yang terlibat.

¢ Perlu adanya peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti
KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi

terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

3. Penguatan Regulasi dan Kebijakan:

e Pemenntah perlu melakukan revisi terhadap peraturan yang ada, khususnya
yang terkait dengan pengadaan barang/jasa dan pengalihan pekerjaan kepada
pihak ketiga, untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh
oknum tidak bertanggung jawab.

o Penegakan regulasi yang lebih ketat dalam proses pengalihan pekerjaan
kepada subkontraktor perlu diterapkan, dengan mengharuskan adanya

persetujuan tertulis dan instansi terkait sebelum pekerjaan dialihkan.

5.2.1 Saran Atas Pertanggungjawaban Pidana Kontraktor Utama Pemenang Tender
Dalam Proyek Pemerintah yang Mengalihkan Seluruh Pekerjaannya Kepada Pihak
Lain Dalam Hal Ditemukan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban Pidana Pemenang Tender dan Subkontraktor:

e Perlu adanya ketegasan dalam pertanggungjawaban pidana bagi pemenang tender
dan subkontraktor vang terbukti melakukan penyimpangan. Kontraktor utama
pemenang tender yang mengalihkan selurubh pekerjaannya kepada pihak lain dan
terbukti merugikan negara harus bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi.
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¢ Dalam hal penilaian kasus korupsi oleh majelis hakim, perlu diperhatikan fakta
persidangan, bukti-bukti, serta keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh
Jaksa Penuntut Umum maupun Penaschat Hukum. Hakim harus menilai dengan
scksama unsur actus reus dan mens rea dar terdakwa sebelum menjatuhkan

putusan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan pengelolaan proyek
pembangunan pemerintah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat
mengurangi peluang terjadinya tindak pidana korupsi dan memastikan bahwa proyek
yang dilaksanakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
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